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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 25 Oktober 1984, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di JI. Asra
No. 79, Rt.001rw.015, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam,
Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera

Barat sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT tempat dan tanggal lahir Solok, 29 Juni 1984, agama Islam,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu JI. Asra No. 79,
Rt.001rw.015, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan
Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
(sekarang Tidak Diketahui Alamat Tinggalnya Dengan Jelas
Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia); sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2022
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
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Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor
1318/Pdt.G/2022/PA.Pdg, tanggal 27 September 2022, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2006 dan dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarap,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sesuai Duplikat Kutipan
Akta Nikah Nomor : Kk.03.4.9/PW01/73/2011, tanggal 27 April 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
di rumah orang tua Penggugat di J. Asra No. 79, RT.001RW.015,
Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang,

Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul layaknya suami istri, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-

masing bernama:

3.1 ANAK 1, lahir di Bangkinang, 22 September 2006;
3.2 ANAK 2, lahir di Padang, 09 Juni 2010;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
damai namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan oleh karena :

4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

4.2 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

4.3 Tergugat kurang terbuka dengan Penggugat;

4.4 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui

keberadaannya sampai sekarang;

5. Bahwa Perselisihan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya
sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 2
(dua) bulan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1318/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua
Penggugat di JI. Asra No. 79, RT.001RW.015, Kelurahan Dadok Tunggul
Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
yang mana sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tinggalnya
dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan selama itu antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada berhubungan lagi, setelah
pisah rumah tersebut, saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua
Penggugat di JI. Asra No. 79, RT.001RW.015, Kelurahan Dadok Tunggul
Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina

rumah tangga;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun
1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi
Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Ghaib dari
Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 470/412/DTH/I/2022 tertanggal,
19 September 2022;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai
peraturan yang berlaku karena Penggugat termasuk keluarga kurang
mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan
Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi
Sumatera Barat Nomor: 401/1575/DTH/IX/2022 dan Kartu Indonesia Sehat
(KIS).
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Padang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR
1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)
3.Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir
menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa /
wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa upaya maksimal perdamaian melalui mediasi tidak
dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan

tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sabh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya agar
mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan rukun kembali dalam
membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, dan
setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan bahwa
gugatannya telah sempurna dan lengkap serta tidak ada perubahan atau

perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak dapat didengar jawaban dan atau sanggahan karena Tergugat tidak hadir

di persidangan;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

- Photo Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.03.4.9/PW01/73/2011,
tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,
telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan
aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua

Majelis, diberi tanda P.;

A. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di JI. Perumahan Bunga Mas tahap Ill, RT04
RWO07, Kelurahan lkur Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tanggal 18 Mei 2006 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat di Jl. Asra No. 79, RT.001RW.015, Kelurahan Dadok
Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera
Barat sampai berpisah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri,
dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
dengan baik, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah;
- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak
berjalan dengan baik karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap
nafkah keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat,

Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
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- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Juli 2019;
- bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan

mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

2.SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di JI Asra no 5 ,RT001 RWO015,Kelurahan
Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tanggal 18 Mei 2006 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat di JIl. Asra No. 79, RT.001RW.015, Kelurahan Dadok
Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera
Barat sampai berpisah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
dengan baik, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah;
- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak
berjalan dengan baik karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap
nafkah keluarga, dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama,;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Juli 2019;
- bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan
mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya

secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan

mohon putusan;
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Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara
persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut antara lain pada
angka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian), maka perkara ini menjadi
kewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie) dan oleh karena
Penggugat bertempat kediaman di JI. Asra No. 79, Rt.001rw.015, Kelurahan
Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera
Barat, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama (berikut penjelasannya) jo. Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/11/92 tanggal 24
Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Padang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Padang
berwenang mengadili perkara a quo (relative competentie);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai dengan pasal Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan,untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir di
persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya
yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan
demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan
saran-saran kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan
keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
karena Penggugat tetap dengan gugatannya, hal ini telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50
tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka
untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan
azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2
) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua kali dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya
perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154
Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu
ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup
rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan
dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya,
Penggugat disamping mengajukan bukti surat P, juga telah menghadirkan
dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk
perkaranya dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa
Duplikat Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: Suatu akta
yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh

atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat
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dimana akta dibuatnya, jo. Pasal1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan
tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik,
sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan
Tergugat  terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu
perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang
berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini ( persone standi in judicio
)i

Menimbang, bahwa bukti P berupa potocopy Duplikat Kutipan Akta
Nikah yang telah dimaterai cukup dan di stempel POS dan telah dicocokkan
dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan
demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan Penggugat
adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat,
setidaknya dengan Penggugat, dan kedua orang saksi aquo adalah kakak
kandung dan tetangga Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan
orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh
perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan
demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan
masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan
kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dua orang saksi telah memberikan keterangan
dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung
oleh saksi-saksi, bahwa suami Penggugat telah pergi dari tempat kediaman
bersama sejak 2018 sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya,
keterangan kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan
lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah
diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil
keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai
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alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan
Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi-saksi
Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-
fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
menikah pada tanggal 18 Mei 2006 di Kecamatan Sungai Tarap,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di JI. Asra No. 79, RT.001RW.015, Kelurahan
Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat sampai berpisah;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun
dan damai;

5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggakan tempat kediaman bersama
sejak bulan Juli tahun 2019 hingga sekarang tidak diketahui lagi tempat
tinggalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas

merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa Penggugat dan Tergugat telah
pergi meninggalkan Penggugat sejak 2018, maka perkara ini adalah tentang
perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua
tahun berturut-turut sebagaimana bunyi pasal 19 huruf ( b ) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan
mempertimbangkan berikut ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( b ) Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ salah
satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa
izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya *;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan
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“sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi
hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta
untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan
Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan
perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur’an
surat ar-Rum ayat 21.:

dn> ) g Bg0 pSin J2> o lgdl 19iSuil

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh
karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat,
bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudharat bagi hubungan suami-isteri
(al-‘alagah al-jauziah);

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas
dengan mengambil alih kaedah ushul figh yang terdapat dalam Kitab Al-
Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang
menyebutkan:

dlas) | > 9o o | suw land | 1)

e Boamasll gé5 pad axmliao 9 Boumbso o lei s 16

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik
maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan
kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas,

dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah ( broken

marrige ) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih
mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga
andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan
mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka
menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari

mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihnan dan
pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan
Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah
terbukti secara sabh;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti
secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka
berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat
dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri
Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela Nomor
1318/Pdt.G/2022/PA.Pdg, tanggal 31 Januari 2023, Penggugat telah diberi izin
untuk berpekara secara prodeo, maka Penggugat dibebaskan dari membayar

biaya perkara;

Mengingat Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kaidah hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak
hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya

perkara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Dra.
Rahmadinur sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahrial Anas, S.H dan Dra. Hj. Yurni
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Evayulita,S.Ag sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. Syahrial Anas, S.H Dra. Rahmadinur

Dra. Hj. Yurni

Panitera Pengganti,

Hj. Evayulita, S.Ag
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Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. ,00

2. Biaya Proses Rp. ,00

3. Biaya Panggilan Rp. ,00

4, PNBP Panggilan Pertama Rp. ,00

5. Biaya Redaksi Rp. ,00

6. Biaya Meterai Rp. .00

Jumlah Rp. ,00 (nol rupiah)
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